BUPATI SUMENEP
PROVING] JAWA TIMUR

FERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR ﬁ TAHUN 2019
ANG

KEDUDUHAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI
DAN TATA KEERJA STAF AHLI BUPATI KABUPATEN SUMENEFP

Menimbang

Menginaat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EBA

BUPATI SUMENEFP,

- @, bahwa stal ahli bupati dalam kedudukannya sebagai

L

pebantu bupati secara sinergis, selaras dan terpadu
dalam  melaksanakan  tugas  penyelenggaraan
pemerintahan daerah, maka sesual dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar
Kompetensi Stal Ahlli Kepala Daerah, perlu adanya
tugas dan fungsi bagi stal ahli;

balwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hural a, perlu  menetapkan
Peraturan Bupati tentang Keduwdukan, Susunan
Organisasi, Tugas Fungsl dan Tata Kerjm Stal Ahli
Bupat Rabupalen Sumenep.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Momor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
schagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Momor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 fentang
Pembentulkan Perntursn Perundang-undangan
[Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2019
Momor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomaor
GI98);

Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2013 tentang
Aparatur Sipil Megara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomaor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5484);



Menrtapian

1. Undang-Undsng Nomor 23 Tahun 2013 teniang
Pemerntahan Deernh (Lembaran Negara Republik
Indonesta Tohun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesin Nomor 5587)
sebagaimana telah diubsh beberapa kali, terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
rentang Perubahan  Kedua Atas  Undang-Undang
Momor 23 Tabhun 2014 tentang Pemerintahan Doerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran MNegura Republbik
Indonesin Momar 5679,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tohun 2005 tentang
Pembingan dan Pengowasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Dweernh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembrran Negara Republik Indonesia Nomor 4593}

8, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pernngknt Daerah  [Lembaran  Negara  Republik
Indonesim  Tahun 2016 Nomor (14, Tambahan
Lembaran Negars Republik Indonssia Nomor S8BT

6. Permiuran Pressden Nomor BT Tahun 2014 tentang
Permturmn  Pelaksanoan Undang-Undang Nomor 12
Tohun 2011 tentang Pembentukan Peraturnn
Perundang-undangan, (Lembaran Negamm  Republik
Fndonesin Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahin 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah divbah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negern Nomor 130 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atk Peraturan  Menieri Dalam Negen
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembeniukan Produk
Hukum Doerah [Berita Negura Republik Indossesaa
Talun 2018 Nomar 157}

8, Peraturun Menteri Dslam Negeei Nomor 134 Tahun
2018 tentang Kedudukan, Tets Hubungan Kerja dan
Standar Rompetensi Staf Ahli Kepala Daemh {Berta
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomaor 162);

9, Perutidmn Daerah Kabupaten Sumencp Nomor 9@
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan  Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumensp (Lembaran
Daerah Daerah Sumenep Tahun 2016 Nemaor 16

I0. Perpturan Bupasti Sumenep Nomor 43 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuges
Fungsi dan Tata Kerja Dings Perpustaksan dan
Hearmpan (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahan
2018 Nomaor &3,

MEMUTUSHAN

- PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,

BUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSE!I DAN TATA
KERJA STAF AHLI BUPATI KABUPATEN SUMENEP.



Pasal 1

Dislasn Persturan Bupatl inl yang dimaksud dengan -

Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep;

Pemerintah Kabupaten adnlah Pemerintah Kabupaten

Sumenep;

Bupati adalah Bupatl Sumenep,

Wakll Bupati adalah Wakil Bupati Sumenep;

Sekretaris  Dacrah  adalnh  Sekretaris Daerah

Kabupaten Sumenep;

Btaf Ahli adaloh Stal Al Bupatl Sumenep;

Perafghkut Daernh sdalah unsur pembantu kepala

acrah dan Dewan Perwakilan Rakyat Doerah dalam

penyelenggnraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenmnngan Deerih,

B. Tate Hubtngan Kerjs adalah pengaturan hubungan
kerja antara satu unil kerja dengan unit kerja lalnnya
dalam bentuk koordinasi fungsional, administratil
operasional dan/atuu taktis operasional.

Mm mbhm ke

BARB 11
KEDUDUEAN DAN SUSUNAN ORGANISAS]

Pusal 2

(1) Saal Ahli berked uduknn dibowmh dan
bertanggumgawsb kepodn Bupati dan  secamm
administratif dikoordinasikan oleh Sekretans Daerab

{2 Bial Ahli sebagnimana dimeksed pada ayar (1)
berjuminh paling banyak 3 [tuga) Sial Ahll

(9 3wl Aklih  meloksanakan tougas memberian
pertimbangan dalam perumusan kebijakan, kepadas
Bupati.

{4 Hubungan keria Stal Ahll dengan Satuan Kerjs
Perangkat Daermh bersifnt konsultasi dan koordinasd.

Pasal 3

Sl Akl sebegudmane disnnksud dalam Pasal 2, twerdicl

dari

(1) Btul Ahl Bidany Pemerintahnn, Hukam dan Politek;

{2) Stal Ahll Biodpng Elonomi, Pembangunan dan
Keusngan, dan

{31 Stal ahli Bedang Kemasyarakntan dan Sumber Doya

MManussa.



BAB 11T
URAIAN TUGAS DAN FUNGSL

Bagian Kesatu
Stuf Ahll Bidang Pemerintahan,
Hulkum dan Politik

Pusal 4

(1] Stal Ahli Bidang Pemenntalan, Hukum dan Politik
schagaimana dimoksosd dolam Pesal 3 ayat (1),
melaksanakan tugas menyusun dan  memberikan
rumusan anali=a, elaahan dan kajian scbaga: bahan
penctopan keldjakan Bupat dalam penyvelenggaraan
pemerintahan, pembangunan don kemasyarakatan di
hidang pemenntahan, kesejshieraan rakyat, hukum
dan politik.

{2} Stafl Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
sebmgaimans dlirmeadosid paadia avat (1]
menyelenggarakan fingss, -

.,

penyvusunan teloahan kebijpkan penyelenggarman
pemerintnhan, pembanguran dnn
kemasyarakatan  di  bklang  pemeristaban,
kesepahteraan rakyat, hukum dan pofinlk;
penganalissan  dan  penghajien  permasalahinn
ke trjakan penyelengparan pemetintahan,
pembangunan den Eemasyarakatan di  bidang
peiavanan pemerintahan, kesejahternan rakyat,
htakum dan palitkk;

pergkdentifikasian rmasalal dan  evaluasi
hebijakan petvelengEaraan pemetintabian,
pembangunan dan kKemasvarakatan di  bidang
pelayanan pemeriniahan, kessjahiernun rakyat,
huakoam dan politk;

p:n].rl.m'pnl.nn laporan hasil telamhan di bidang
pemenntahan, kessjahternan rakymn?, hukum dan
politik kepada Bupati;

prlaksanaan Koordinast dengan satuan  lkerja
perangkat dacrah terkait dalam penyiapan bahan
telpahan di bedang pemerintahan, kessjahiterann
rakyat, hukum dan politik; dan

pelaksanaan tugns lein yang diberikan oleh
Bupmti.



1} S1af Ahkli Bidang FEkonomi, Pembangunan dan
Keusngan sebagaimana dimaksud dalum Pasal 3 ayat
(2], melaksarakan (ugas menyusun dan memberikan
rumusan annliss, telaehan dan Kajlan sebagal bahan
penelapan kebijghan Bupatl dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di
bedang pengembangan, peningkatan perekonominn
dan pembangunan sera  pengelnlaan  keusngan
pemerintah doerak,

(2] Saf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan
Keuangan sehapgnimana dimaksud pada avat (1)

menyelengenrakan fuogal, |
. penyusunon telashan kebijakan penyelenggarnan
pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan o  bidang  pengembangan,
peningkatan  perekonomisn dan  pembangunan
serte pengelolaan keuangan pemerintah deerah;

b, penganalissan dan  pengkajmn p:n'l:l.l:n.h.'l'l.l.n
kebijaknn penyelengoaraan pameriniahan,
pombangunon  den  kemsasyarakatan ol bidang
pengembangan, peningkatan perekonomian dan
pembangunan - serta pengelolaan keuangan
pemerintab deerah;

. pengdentifikasian  masalah dan evaluasi
hebdjakan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan  kemasyarakatan di bidang
pengembnngmn, peningkatan  perekonomian dan
pembanginen  sertn pengelolaan keuangan
pemerinlah deersh;

d. penyvampalan laporan hasil telanhan di bidang
percKonoftlan dan Kegangsn kepada Buapati;

e. pelaksanasn  koordinasi dengan satuan  kega
perangkat dasrah terkaic dalam penyiapan bahan
telanhan di bidang pengembangnn, peningkaian
perekaondman dan pembanginian SErtn
pengelolaan keuangan pemerintah daorah; dan

f, pelaksamoan tugas lkn yeng diberikan  oleh
Hupati.



|2

(1]

Bagian Hetign
Stal Ahli Bldang Kemasyarakatan
dan Sumber Daya Manusia

Pasal &

Stal Ahli Bidang Kempsyarnkatan dan Sumber Daya

Manusin sebagrimann dimaksud dalam Pasal 3 ayat

13, melaksanakan tugas menyusun dan memberikan

runiisan analisa, telsahan dan kajien sebagai bahan

penetapan Kebipkan Bupati dalam penyelenggarann

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di

hidang kemasyvorakatan dan pengembangan awmber

dova mantsia

Biaf Ahli Hidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya

Manusia sebagaimana dimaksud pada  syat (1),

menyelenggamakan fungs

. penyusuran telanhon kebijakan ponvelenggaraan
pemerintaliin, pemmbanganan clan
Kemnsyarakatan i bidang peloyanan
kemasyarakatan dan pengembangan sumber dayn
FTinIN Ak

b. penganalisson  dan  pengkajian  permasalahan
kebijakan petivelenpggaraan pemerintahan,
pembangunan dian kemasyarakatan di bidang
polayanan kemasyarakatan den  pengembangan
sumber days mamsing

i pengidentifkasian masdalah dan evaloas)
kebijnkan penyelengErraan pemeTintahan,
pembangunan  dan  kemasyorakatan  di  bidang
pelayunan kemasyarakatan dan pengembangan
sumber daya manesia,

d. penyvampuisn laporan hasll telashan df bidang
kempsyarakatan dan  sumber days  manusia
kepada Buapati;

e. pelaksanaan koordinasd denpgan  satuan  Kerji
pernnghat dasrah tecknlt dalam penviapan bahan
telnahan di bidang pelayanan kemasyarakatan
dan pengembangan sumbser days manusia; dan

[ pelaksanasan tugas Iein yapg dibertkan  olch
Burpati,

BAR TV
TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melsksennkan tugss dan fungsinye, Stal Ahll
wafjib mescruphan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkrenisanl balk antar Stal Ahli dengen peranghont
dierah i Enghkungan pemertnialy kebupaien serta
dengan instansi lin diluar pemerintah ksbupaten
pesiiai dengan tugas dan fungslnya



(2 Stal Ahll wrjib melakukan kafian baik stan petintah
Bupati maupun atas prakersa sendini sesual dengan
bidang tugssnya dan disampaikan kepada Bupati

berupa telaah stal secara rutn ateu setiap wakiu
dipetlulea

BABR Y
PENGISLAN JABATAN

Panal B
Staf Abhli diangkat dan diberhentikan olch Bupan dari
Aparatur Siptl Negara sesuni dengan kotentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 9

Braf ahli sebagaimens  dimaksud  dalam Pasal 3
meripikan jabetan pimpinan Uogg pratsma.

BAR V1
KETENTUAN FENUTUP
Pasal 10
Pernturan  Bupati i mulal  berlaku  pada  mnggal

dlundnnghnn.

Agar #etlap  oring  mengelahuinys,  memerintahkan
pengundungan Peramaran Hupat il dengan
penempatannya  dalam  Beritn Deermh Kabupaten
Eumenep.

Ditetnpkan i @ Sumensp
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